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ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89     
ayat (3), Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara 
Pemungutan Pajak Daerah;    

- Dasar Hukum :  

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam 
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17  
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954      
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023         
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019         
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan 
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6205); Peraturan Pemerintah 
Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Daerah 
Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon      
Nomor 66); Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9       
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); Peraturan Daerah Kota 
Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 107); Peraturan Daerah Kota 
Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan 
yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128); 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 138); 
 
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB, 

yaitu: 

BAB I KETENTUAN UMUM 
BAB II PBB-P2 
BAB III BPHTB 
BAB IV PAJAK ATAS BARANG DAN JASA TERTENTU 
BAB V PAJAK REKLAME 
BAB VI PAJAK AIR TANAH 
BAB VII PAJAK SARANG BURUNG WALET 
BAB VIII OPSEN 
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN 



BAB X KETENTUAN PENUTUP 
 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2012 Nomor 49); 

b. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran (Berita Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 50); 

c. Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan (Berita Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 51); 

d. Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet 
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 52); 

e. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (Berita 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 53); 

f.   Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 54); 

g. Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2012 Nomor 55); 

h. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB) (Berita Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2012 Nomor 69); 

i.   Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak 
Parkir (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 
29); 

j.   Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Berita Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 30; 

k. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
(Berita Daerah Kota Cir ebon Tahun 2013 Nomor 44); 

l.   Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 38); dan 

m. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2015 tentang 
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan di Kota Cirebon (Berita 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 32). 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan Juli 

tahun 2024. 
- Lampiran : 1 

   



 


